BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir;

bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Parkir telah
dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku
dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4654);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan  Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor S Tahun 2010 tentang Pokok -  Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.
11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu
Sungai Selatan.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sejumlah uang yang harus
dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir
kendaraan di tempat khusus parkir.

Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
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sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lain.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsif komersil karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
atau menikmati jasa parkir di tempat khusus parkir.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat
parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh dikelola oleh
Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

(4)

Pasal 5

Pengelola dan penyelenggara tempat khusus parkir dilakukan dan atau
diawasi oleh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berada di lingkungan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Dinas
Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah.

Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berada di SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dengan pola
Badan Layanan Umum Daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang
bersangkutan.

Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan
oleh Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 15

Struktur besarnya tarif retribusi yang dikenakan kepada wajib retribusi
ditetapkan sebagai berikut:

Pada pelataran parkir dan gedung parkir:

a. kendaraan truk gandengan dan alat- alat berat Rp10.000,00;

b. kendaraan jenis truk mini dan mini bus Rp5.000,00;

c. kendaraan jenis sedan, jeep, pick up dan sejenisnya Rp3.000,00;
d. kendaraan bermotor roda tiga Rp2.000,00;
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e. kendaraan bermotor roda dua Rp2000,00;
f.  kendaraan tidak bermotor roda dua Rp1.000,00.

Untuk parkir yang menginap (1 x 24 jam) dikenakan 2 (dua) kali tarif
yang ada, khusus kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor
dikenakan Rp5000,00.

Untuk Parkir berlangganan kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor
Rp30.000,00 / per bulan.

Untuk Parkir berlangganan kendaraan bermotor roda empat/mobil
Rp50.000,00 / per bulan.

Untuk parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Instansi pemungut adalah:

a.

b.

Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar
daerah untuk tempat khusus parkir di lokasi pasar daerah; dan

Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi untuk
tempat khusus parkir di luar lokasi pasar daerah.

5. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Salinan

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (5, 44/2019)

ai dengan aslinya
HUKUM DAN PER-UU-AN,

, S.H., M.Si.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD teknis yang
menangani pelayanan tempat khusus parkir di lokasi pasar daerah dan di luar
lokasi pasar daerah.

Bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir telah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku dengan
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Tempat Khusus Parkir sehingga perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6



